PERKEMBANGAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT TANJUNG PRIOK
	No 
	Terdakwa 
	PN
	PT (banding)
	MA

	01
	RA Butar Butar

· Pembacaan dakwaan tgl 30 september 2003. No. perkara 02/HAM/Tj.PRIOK/09/2003 

Dakwaan I: Pembunuhan

Pasal 42 ayat 1  huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26 tahun 2000
Dakwaan II: Penganiayaan 

Pasal 42 ayat 1  huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 2000

Dakwaan III : perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang

Pasal 42 ayat 1  huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No 26 tahun 2000

Jaksa Penuntut Umum :

1. Muhammad Yusuf, SH.MM

2. parade nababan, SH

3. yusuf SH

4. Agung Iswanto SH
	Vonis 10 tahun

· Pebacaan putusan tgl 30 april 2004 ( No. 03/PID/HAM/AD HOC/2003/PN JKT PST)

Majelis Hakim :

1. Cicut Sutiyarso

2. Emong Komariah

3. Winarso

4. Ridwan Mansur

5. Kabul Supriyadi

Dalam putusannya : 

1. Menyatakan terdakwa RA butar Butar terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Ham yang berat dalam dakwaan kesatu dan kedua

2. menyatakan terdakwa tidak bersalah dalm dakwaan ketiga dan membebaskan terdakwa dari dakwaan

3. menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun.

4. memberikan kompensasi kepada korban atau ahli warisnya yang proses serta jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku
	Perkara dengan terdakwa Rudolf Adolf Butar-butar di putus pada tanggal 8 Juni 2005 

Majelis Hakim yang memeriksa: 

1. Sri Handoyo, SH (Ketua) 

2. H. Rusdy As’ad, SH.MH   

3. Prof Muhamad Amin Suma, SH  

4. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi,  SH dan 

5. Dr(HC)SPBRoeroe. SH.MBA 

No Perkara : 02/PID/HAM/Ad Hoc/2005/PT DKI memutuskan:

1. - Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding dari Terdakwa atas putusan sela Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 22 Oktober 2003 No : 03 /PID.B/HAM/AD Hoc/2003/ PN Jkt Pst, maupun  permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding Terdakwa atas putusan akhir Pengadilan HAM pada PN  Jakpus tanggal 30 April 2004  No: 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst tersebut.

2. Menguatkan putusan sela PN Ad Hoc Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2003/03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst  tersebut
3. Membatalkan putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakpus tanggal 30 April 2004 No 03/PID.B/HAM/Ad Hoc/2003/PN Jkt Pst yang dimintakan banding tersebut.
	Bebas.  


	02
	Sriyanto

·  Pembacaan dakwaan tgl 23 oktober 2003 No Reg perkara 04/HAM/TJ-Priok/09/2003

Dakwaan I:

Pembunuhan 

Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No. 26/2000

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Dakwaan II Primer: 
Percobaan Pembunuhan
Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat (1) KUHP

Subsider :

Penganiayaan

Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP

Jaksa Penuntut Umum :

1. Darmono SH

2. K. Lere, SH, 

3. Herry karya Budi SH

4. Diah Srikanti 
	Sriyanto dinyatakan Bebas 

· Pebacaan putusan tgl 12 agustus 2004

Majelis hakim yang memeriksa:

1. Herman Keler hutapea SH (ketua)

2. Amril SH

3. Rahmat Syafei SH

4. Amirudin Abu raeira SH

5. Rudi M rizki SH

Majelis hakim memutuskan: 

1. terdakwa tidak terbukti secara`sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat baik ang didakwakan dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua primer serta dalam dakwan subsider. 

2. dikembalikan hak-haknya dalam kemampuan kedudukan, harkat serta martabatnya.
	
	Dibebaskan MA pada tanggal 29 september 2005. Majelis Hakim  menyatakan perkara ini Niet otvankelijkheid/NO 

Majelis hakim yang memeriksa:

1. Iskandar  Kamil (ketua)

2. Artidjo Alkotsar

3. Eddy Junaidi

4. Ronald Z Titahelu

5. Tomi Boestami

Dissenting opinion dinyatakan oleh artidjo Alkotsar, Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Sriyanto bersalah dan dihukum penjara 10 tahun 



	03
	Pranowo 

Pembacaan dakwaan pada tanggal 23 September 2003

No reg perkara 03/HAM/TJ-Priok/09/2003
Dakwaan I : Perampasan Kemerdekaan Sewenang-wenang.

Pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf e, pasal 37 UU No 26 tahun 200, pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 64 KUHP

Dakwaan II: Penyiksaan.

Pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf f, pasal 39 UU No. 26 tahun 2000, pasal 64 KUHP

Jaksa Penuntut Umum :

1. Roesmanadi
2. NS. Rambery

3. Djoko Indra Setiawan

4. Risma H Lada
	Majelis hakim memvonis Bebas Pranowo pada tanggal 10 Agustus 2004.   

Majelis hakim yang memeriksa:

1. Andriani Nurdin SH (ketua)

2. Rudi Rizky

3. Bukit kalenong

4. Abdurrahman

5. Ridwan mansur

Mengadili :

1. menyatakan bahwa mayjen TNI Purn Pranowo tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua

2. membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua

3. memulihkan hak-hak terdakwa


	
	13 Januari 2006 MA membebaskan Pranowo

Majelis Hakim  menyatakan perkara ini Niet otvankelijkheid/NO 

Majelis hakim yang memeriksa:

1. Artidjo alkotsar (ketua)

2. Prof Sumaryo S

3. Dirwoto

4. Ronald T

5. Sakir Ardiwinata

Dissenting opinion dinyatakan oleh Artidjo Alkotsar. Dalam pendapatnya, Artidjo memutuskan Pranowo bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 5 tahun penjara 



	04
	Sutrisno mascung Cs

No 01/HAM/TJ-Priok/08/2003

Pembacaan dakwaan tgl 15 september 2003

Dakwaan I: Pembunuhan pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 37 UU No 26/2000

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Dakwaan II Primer : Percobaan Pembunuhan

pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 41, pasal 37 UU No 26/2000

Pasal 55 ayat 1 ke-1, pasal 53 ayat 1 KUHP

Dakwaan III Subsider: Penganiayaan

pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf h, pasal 40 UU No 26/2000

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
Jaksa Penuntut Umum :

1. Widodo Supriyadi

2. Hazran

3. Akhmad Jumali

 
	Vonis 2 dan 3 tahun penjara 

Pembacaan Putusan tgl 20 agustus 2004

Majelis hakim:

1. Andi samsam nganro SH.MH (ketua)

2. Binsar Gultom SH, SE, MH

3. Amirudin Aburaera SH

4. Sulaiman Hamid SH

5. Heru Susanto SH,M.Hum

Dalam putusannya menyatakan:

1. bahwa terdakwa 1. sutrisno mascung, 2. asrori, 3. siswoyo, 4. abdul halim, 5. prayogi, 6. Muhson, 7. zulfata 8. Sumitro, 9 Sofyan hadi 10. Winarko secar sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran beratHAm berupa pembunuhan dan percobaan pembunuhan

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 selama 3 tahun dan terdakwa II sampai XI masing-masing 2 tahun

3. Membebankan negara membayar kompensasi berupa materil sebesar Rp. 658.000.000.00,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan immateril sebesar Rp. 357.500.000.00,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 orang korban/ahli waris

4. menyatakan barang bukti berupa 1 buah truk reo 13 pucuk senjata SKS

Disenting opinion dilakukan oleh Heru

Susanto dan Amirudin Aburaera yang

mengakui bahwa dalam peristiwa terebut

mengakibatkan korban yang meninggal

dunia maupun luka dan juga kerugian

bagi keluarganya. Tetapi, korban yang

terjadi adalah tetap merupakan kesalahan

(culpa lata) dari para terdakwa, tetapi

bukan dalam bentuk kejahatan terhadap

kemanusiaan. Karena itu pengadilan

HAM Ad Hoc tidak berwenang

memeriksa kesalahan para terdakwa
tersebut. Mereka menilai bahwa

permintaan ganti rugi yang ada harus

dikesampingkan karena perbuatan para

terdakwa tidak terbukti memenuhi

rumusan kejahatan terhadap

kemanusiaan, sehingga para terdakwa

harus dibebaskan (vrijspraak).   
	Perkara dengan terdakwa Sutrisno Mascung di putus bebas pada tanggal 31 Mei 2005 

Hakim yang memeriksa: 

1. H. Basoeki, SH (Ketua) H. 

2. Sri Handoyo, SH.   

3. Prof  DR. Soejono , SH. 

4. Prof DR. Muh. Amin Suma,.SH. 

5. Prof Dr. Ahmad Sutarmadi. SH 

Dalam putusanya:

1. -Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan JPU

2. Membatalkan putusan pengadilan HAM Ad Hoc PN JKT PST No 01/Pid. HAM/Ah Hoc/2003/Jkt Pst tanggal 20 Agustus 2004
Dissenting opinion dinyatakan oleh Sri Handoyo yang menyatakan alasan-alasan, pertimbangan dan putusan majelis hakim yang dimohonkan banding sudah benar dan tepat,  kecuali pemberian kompensasi. 

	Dalam putusanya majelis Mahkamah agung menolak kasasi yang diajukan jaksa untuk pelanggaran HAM pada peristiwa tanjung priok. MA menilai apa yang dilakukan Suyrisno mascung bukan merupakan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc.

Majelis terdiri dari: 

1. Arbijoto (ketua)

2. Prof Sumaryo S, 

3. Mieke Komar,

4. Mansyur efendi,

5. Eddy djunaidi.


